BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Penulis di Pemerintah Kabupaten

Kutai Barat terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

procurement), maka Penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Juga telah menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa
yaitu efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-
procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menghadapi kendala dalam pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Salah satu
kendala utamanya adalah keterbatasan personil yang memiliki kompetensi
dalam e-procurement. Meskipun telah dilakukan upaya seperti pelatihan,
pengembangan, dan pemanfaatan teknologi, namun masih terdapat
kekurangan personil yang menyebabkan beban kerja yang tinggi. Selain itu,
Kabupaten Kutai Barat juga menghadapi masalah kekurangan penyedia
barang/jasa dalam e-procurement. Keterbatasan aksesibilitas dan sulitnya
jalur transportasi di wilayah tersebut menjadi kendala signifikan bagi

penyedia barang/jasa. Dampaknya termasuk keterlambatan pengiriman
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barang, terutama akibat cuaca buruk atau musim kemarau yang
mengganggu akses transportasi melalui sungai, serta peningkatan biaya
transportasi yang harus dikeluarkan oleh penyedia. Kendala-kendala ini
mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi personil pemerintah dan
mempengaruhi daya saing penyedia barang/jasa di pasar.

3. Dalam hal kendala, untuk mengatasi keterbatasan personil, kekurangan
penyedia, dan keterbatasan penyedia lokal dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Kutai Barat, beberapa strategi
yang dapat digunakan antara lain peningkatan kualitas pelatihan dan
pengembangan personil, meningkatkan visibilitas dan pemanfaatan LPSE.
Juga diperlukan langkah-langkah strategis seperti pembangunan
infrastruktur transportasi yang lebih baik, pemanfaatan teknologi dalam
manajemen logistik, kerja sama dengan pihak swasta, dan peningkatan
kesadaran serta pelatihan bagi penyedia barang dan jasa. Upaya bersama
antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat diperlukan
untuk mengatasi sulitnya jalur transportasi dan memastikan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Barat berjalan secara efisien

dan efektif.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis
mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-

procurement) di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saran dari Penulis untuk
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Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (e-procurement) ini antara lain:

1.

Pemerintah dapat lebih meningkatkan kemampuan teknis pemerintah
Kabupaten Kutai Barat dalam memanfaatkan sistem pengadaan elektronik.
Juga meningkatkan pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa secara
elektronik dan meningkatkan kemampuan IT yang diperlukan untuk
mengelola sistem e-procurement. Ini dapat dicapai dengan memeriksa
kebutuhan pengadaan barang dan jasa saat ini dan menentukan jenis barang
dan jasa yang dapat dikelola melalui sistem pengadaan elektronik.

Proses pengadaan elektronik juga harus lebih terbuka dan Pemerintah
Kabupaten Kutai Barat perlu meningkatkan kinerja sistem pengadaan
elektroniknya dengan mengoptimalkan proses pengadaan. Sistem e-
procurement memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam proses
pengadaan, termasuk penyedia, pembeli, dan pihak lain melihat informasi
tentang proses pengadaan dengan cara yang sama.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga harus memeriksa kesadaran para
pihak, termasuk penyedia, tentang pengadaan barang dan jasa secara
elektronik. Ini dapat dicapai dengan memeriksa kebutuhan pengadaan
barang dan jasa saat ini dan menentukan jenis barang dan jasa yang dapat
dikelola melalui sistem pengadaan elektronik, juga perlu mengevaluasi
pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Juga
dengan meninjau sistem pengawasan yang ada dan menentukan jenis

pengawasan yang dapat dikelola melalui sistem e-procurement. Kinerja
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UKPBIJ harus ditingkatkan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
secara elektronik. Ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan proses
pengadaan serta menemukan dan menyelesaikan masalah yang mungkin

muncul selama proses tersebut.
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